BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis dapat
disimpulkan bahwa sistem pengawasan intern berpengaruh dengan arah
positif terhadap pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan

Provinsi Gorontalo. Peningkatan sistem pengawasan intern yang semakin

baik maka akan dibarengi oleh pengelolaan keungan daerah yang

semakin baik juga, Dengan kata lain sistem pengawasan intern akan turut
meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan

Provinsi Gorontalo.Berdasarkan koefisien determinasi besarnya pengaruh

sistem pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan daerah pada

Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 31.2%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat
diajukan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif tentang sistem pengawasan intern
diketahui bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo telah
dilaksanakan dengan baik, namun jika melihat masing-masing skor
dietahui skor pada dimensi pengawasan fungsional memilik nilai
terendah sehingga itu dapat diberikan saran kepada Dikes Provinsi

Gorontalo lebih meningkatkan lagi perhatiannya pada sistem



pengawasan fungsional terutama dalam penilaian pelaksanaan
kegiatan apakah telah sesuai dengan pedoman dan peraturan yang
berlaku. Selain itu untuk pengelolaan keuangan daerah, meskipun
dalam kategori baik, namun diharapkan lebih meningkatkan lagi
pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan melakukan tata kelola
yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif
dan efisien.

. Bagi Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian
sejenis, diharapkan menambah variabel penelitian lainnya yang dapat
mempengaruhi pengelolaan keuangan, disarankan menambabh variabel
sistem akuntansi keuangan serta kinerja pegawai karen dengan
adanya sistem akuntansi kuangan daerah dan kinerja pegawai yang
memadai akan menghasilkan pengelolaan keuangan penerintah yang

baik.
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